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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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WALIKOTA KUPANG,

bahwa dalam rangka terciplanya Kota Kupang yang aman, schat,‘indah
dan harmonis, maka masvarakat khususnya pemelihara ternak, perlu
thmotivasi untuk berkoninbusi melalul bidang usahanya;

bahwa unluk memperjelas dan memperlancar  penyelenggaraan
koutribusi tesebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Tinpkat 1 Dali, Nusa Tenegara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Nepnry Nonor 16459 ;

lndang-undang Nomar & Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Tokok Peternakan dan Kesehatan llewan (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 122, Tambaban Lembaran egara Nomor 1655,

Undaue-undang Nomor 8 Tabun [98] tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209),

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan
Katamadyva Daerak Tingkat 11 Kupang (Lembaran Nepara Tahun 1996
Nomor 43, Tamhahan Lembaran Negara Nomaor 3622 ),

Lndang-undang Nomor 20 Tahun 19%7 .'l'untang Penenimaan Daeran
Bukan Pajak (Lemharan Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839),

Undang-undang Nomor 28 Tahua 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yong Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisine
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 38517,

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dactah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran MNogara Tapun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomwr 4048




Menetapkan

8

10.
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Paraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Niegara Nomor 4139},

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan  dan Benluk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden, !
Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 21 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

_Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 22 Tahun 2001 tentang

Bentnk Produk-produk Hukum Dagrah;

Keputusan Menteri Dalam Negernn Momor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daeruh;

. Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lombaran Dacrah dan Berita Dacrah;

Peratusan Dacrah Kots Kupaoy Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penvidik

Pegawai Negeri Sipil { Lembaran Taerah Tahun 2001 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Nomar 77 1

Perpturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 temtang

Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Dinas Dacrah dan Lembaga
Tekniz Daerah (lLembaran Dacrah Tahun 2002 Nomaor 16, Tarmnbahan
1 embaran Daerah Nowmor 727

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor L0 Tahun 2003 tfenlang
Pengaturan, Penertiban dan Izin Pemeliharaan Ternak ( Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 16, Tombahan Lembaran Dacrah Nomor
152).

Dengan Persetilyuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUFANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Itasal 1

Malam Peratusan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kota Kupang:

pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah besertad Perangkat Dacrah Otonom lamnnya sebagal
Badan Eksckutif Dacraby,

Walikota adalah Walikota Kupang,

Dewan Perwakilan Rakval Dacrah adatah Dewan Perwakilan w-mxm Kupaje
Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kchutanan Kotz Kupang,
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[ Kepala Dinas Pertanian dan Kehwanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
Kupang, .

g Penyidik Pegawa Megeri Sipil vang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil wertentu di lingkungan Pemcriniah Kota Kupang:

h  Temak adalah hewan yang telah dipelihara dan memberikan hasil kepada manusia;

i Sicem Pemeltharaan adalah tatalaksana yang dipakai dalem memeliliara ternak schingga
tenak piaraan dapat berproduksi secara optimal;

1. ljin Usaha adalah pernyatann tertulis yong diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam
bentuk tertentu vang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha dibidang
pemeliliaraan ternak;

k Lokasi Pemeliharaan Ternak adalah dacrah, tempat, kawasan dan wilayah vang disiapkan
khusus untuk memelihara ternak yang memenuhi Ketentuan teknis dan tidak menggangpu
ketertiban umum.

1. Obyek retribusi adalah peniberian izin atas usaha pemeliharaan ternak;

m. Subyek rewribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin wsaha
peternakan;

i Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang. 3

0. Waijik retribusi adalah orang aiau badan yang menurul ketentuan peraturan perundang -
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang termasuk punguian atau
pematangan retribusi lain;

n. Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakikan tagihan retribusi atan sanksi administrasi berupa tenaga atau denda, "

q Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 ( satu ) bulan Takwin atau
jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB 11
PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan usaha dibidang pemeliharaan ternak harus
mendapat izin dari Walikota atau I'ejabal yang ditunjuk;

(2) Tatacara pernberian izin ditctapkan olch Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

(3) Izin yang dimaksud berlaku sclama 1 (satu) tahtn dan dapat diperpanjang.

Pasal 3

(1) Setiap orangbadan usaha dilarang menggunakan Surat lzin yang udak sesual dengan
peruntukannya; ;

{2} Sctiap orang/badan usaha yang telah mendapatkan Surat lzin, dilarang memindahtangankan
Surat ljin tersebut; )

(3) Penyimpangan terhadap hetentuan sebagaimana dinisksud pada pasal 3, 8 dan 14 Peraturan
Daerah ini dikenakan sankst gdmimstrast berupa
a  Peringatan tertulis, /l/
b. Pencabutan lzin Ussha,




"BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pazal 4

{1 Dengan namg Retribusi lzin Usaha Pemeliharaan Ternak dipungut retribust ams pelayanan
pemberian izin usaha pemeliharaan ternak;

(2) Obyek refribust adalah pemberian izin atas usaha pemeliharaan ternak;

(3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum vang mendapat izin atau usaha

pemeliharaan ternak.
BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN
Pasal §

(1) Retribusi izin Usaha Femeliharnan Ternak digolongkan pada retribusi lain-lain;

4 fé (2) Retribusi lzin Usaha Pemeliharaan Ternak dipungut di wilayah Kota Kupang,

1

BAB V .
CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &
Tingkat penggunaan jasa izin usaha pemelikaraan ternak dikur berdasarkan jenis usaha ternak
yang memeriukan pembinaan, peagaiuran dan pengendnlian atas kcpiatan pemanfaatan Tuang,

sumber daya, sarana dan fasilitas ouna melindungi kepentingatl uin dan (meniaga kelestarian
linghungan.

- BAB Vi
PRINSIP DAN SASARAN PEN ETAPAN RETRIBUSE
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penctapan taril Retribusi 1zin Usaha Pemeliharaan Ternak didasarkan
pada hiaya jasa pemberian 1z, pengawasan, pengendalian, keadilan dan kormampuan masyarakat,

BABR VI
STRURKTUR pDAN BESARNYA TARIE nuTRIBLSI
Pasal &

Strukiur dan besamya tari [ Retribus lzin Usaha Pemeliharaan Ternak adalah sehagai bertkut :

(1) Temnak Llesar (Sam, kerbau dan Kuda)
4  Golongan |jumlan ternak 6 — 15 ckor : Rp. 15.000,-
b Golongan 11 jumiah wrnuk 16 26 chor : Rp. 26.000.-
c  Golongan Ill jumlah temak 27 - 36 ckor - Rp.  36.000 j
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Golongan IV jumiah ternak 37 — 46 ekor
Golongan V jumlah ternak 47 - 506 ekar
CGolongan VI jumlah ternak 57 — 66 ekor
Golongan VI jumlah ternak 67 - 76 ckor
Golongan VI jumlah ternak 77 — 86 ekor
Golongan iX jumlah ternak 87 — 96 ekor
Golongan X jumlah termak 97 - 106 ekor
Golongan XTI jumlah ternak 107 - 116 ekor
Golongan X1 jumlah ternak 117 — 126 ekor
Golongnn XTI jumlah ternak 127 - 136 ekor
Golongan XIV jumlah ternak 137 - 146 ckor
Golongan XV jumlah ternak 147 - 156 ekor
Golongan XVI jumiah ternak 157 — 166 ckor
Golongan XVI1 jumlah ternak 167 - 176 ekor
Golongan X VIl jumlah ternak 177 — 186 ekor
Golongan XIX jumiah ternak 187 — 196 ekor
Golongan XX jumlah ternak diatas 197 ekor

(2) Ternak Kecil (Babi, Kambing dan Domba)

o
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Golongan | jumlah ternak 6 - 15 ekor
Guolongan 11 jumlah ternak 16— 26 ekor
Golongan U jumlah ternak 27 - 36 ekor
Golongan [V jumlah ternak 37 — 46 ekor
Golongan ¥V jumlah ternak 47 — 56 ekor
Golongan V1 jumlah ternak 57 - 66 ekor
Golongan VII jumlah termak 67— 76 ckor
Golongan VIII jumlah ternak 77 — 86 ckor
Golongan 'K jumlah ternak 87 - 96 ekor
Golongan X jumiah ternak 97 — 100 ekor
Golongan X1 jumlah ternak 107 - 116 ckor
Golongan X1l jumliah ternak 117 — 126 ekor
Golongan X111 jumiah ternak 127 — 136 chor
Golongan XIV jumlah ternak 137 - 146 ekor
Golongan XV jumlah ternak 147 — 156 ckor
Golongan X V1 jumlah tcrmak 157 — 166 ekor
Golongan X VI jumlah ternak 167 - 176 ekor
Golongan XV1II jumlah ternak 177 — 186 ekor
Golongan XIX jumlah termak 187 — 196 ekor
Golongan XX jumlah ternak diatas 197 ekor

(3) Ternak Ungeas (Avam, ik, Merpati dan Payuh)

ey oros

Golongan 1 jumlah ternak 201 - 500 ckor
Golongan 11 jumlah ternak 501 - 1.000O ckor
Golongan 11T jumlah ternak 1,001 — 3.000 ckar
Golongan IV jumlah ternak 3,001 - 10,000 ekor

(4) Ancka Ternak (Kelinci)

(a)
(h}
(cl
(el

Golongan [ jumlah ternak 26— 70 ckor
(iolangan 11 jumlah ternak 71 - 140 ckaor
Golongan 1 jumlah teenak 141 210 ckor
CGolongan IV jumlal ternak 211 = 300 ckor

46.000 -
56.000 -
66.000,-
76.000,-
26.000,-
96.000 -
106.000,-
116.000.-
126.000,-
136.000 -
146.000,-
156,000, -
166.000,-
176.000,-
186.000,-
196.000 -
200.000,-

15.000.,-

50.000,.-

75.000,-
100.000,-
125.000 -
150.000,-
175.000.-
200.000,-
225.000.-
250.000.-
275.000,-
300.000.-
325,000~
350.000,-
375.000.-
400.000,-
425.000.-
450,000,-
475.000.-
500,000 -

25.000,-
25.000.-
100.000,-
500.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 25.000.-
Rp. 50.000-
Rp. 100,000, -



(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penenmaan
retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambotnya 1 x 24 jam atau dalam wakiu yang
ditentukan oleh Wailkota;

(3} Apabila pembayaran retribusi dilakukan sctclah lewat waktu yang ditcntukan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, moka dikenakan sanksi administrasi berupa donda sehesar 2
o4 (dua persen) dengan menerbitkan STRD;

{4} Apabila bendaharawon tidak melaksangkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini, dikenakan
sanksi 10 % (sepuluh persen) dani sciotan brute.

Pasal 15

{1} Pembayaran retribusi harus dilaksannkan secara tunai;

(2) Walikota atau Pejabat yang ditupjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk
mengangsur retribusi terhutang dalam janpka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabikan;

3) Tata cara pembayaras retribiisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal imi ditetapkan oleh
Walikota,

Paxal 16

{1) Pembayaran reiribusi sehazaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Duerah ini diberikan
tanda bukti pembayaran,

2} Setiap pembuyaran dicatat dalam buku penerimaan:

(3) Bentuk, 181, Kualitas ukuran buku dan tanda hukii pembayaran retribusi ditetapkan oleh
Walikota,

BAB XI
BIAYA PEMUNGUTAN
Paszanl 17

- fj (1} Kepada instansi pemuniul diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran bruto;

(2) Tata cara pembayaran upah pungut discsuaikan dengan ketentuan Ferundang-undangan yang
beriaku

BAB XI1
CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Penagiban retribust dilakuken pada saat ioin dikeluarkan dengan menggunakan SKRD, SKRD
jabatan, SKRD tambalian dan 3TRD

Pasal 19
- i
Nentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sc/i!;ﬁjmana

dimaksud pada Pasal 17 Peraturan [3acrah ind ditetapkan dengan Keputusan Walikotn



(4) Permohonan keberatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) pasal ini harus
diputuskan oleh Walikota atau Pejabat vang ditunjuk dalam jungka waktu paling lama 12 (dua
balas) bulan sejak tanggal Surat Permahanan Keberatan ditenima.

BAE XV]
PENGEMBALIAN KFLEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk
perhitungan pengembalian kelebihan retribusi,

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran
retribusi dopat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retnibusi dan atau
sanksi admnistrasi berupa vang;

(3) Atas dasar permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini vang berhak atas
kelebihan pembayaran ferscbut dapat diperhitungkan dengan pembayaran  rétribus:

selanjulnya

Prasal 24

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan
sebapaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Dacrah ini diterbitkan Surat Ketetapan Lebih
Savar (SKPDLB) paling lambat | (satu) bulan scjnk diterimanya parmohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi, :

(2) Kelebihan pembayaran cetribusi sebugaimana dimaksud bade ayat (1} pasal ivi dikembalikan
kepada wajib reiribusi paling lambat sejnk diterhitkan SKPDLS.

Pasal 25

a (13 Pengembalian sebagaimana dimuksud pada pasul 24 Peraturan Daerah ini dilekukan dengan
- menerbitkan Surat Perintah Membayar ¥elebihan Retribusi (SPMKR),
(2) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 74 Peraturan Dactah ini ditetbitkan
hukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai hukti pembayaran.

BAB XV11
KADALUARSA

Pasal 25

(13 Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
raliun fethiiung seiah saal tethuiang pattibusi. kecuali apabila waiib reteibusi melakukan tindak
pidana dibidang retribiusi dacrahy

(2 Kadaluarss penagiian retribusi sebagaiman divmaksud pada ayat (13 pasal ini tertangguh
apabila
a  Diterbitkan surat teguran,

Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maapun tidak ]angsungz/

B,
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BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Wajib retribusi tertentu sesuai pasal 3, 8 dan 14, Peraturan Daerah ini yang udak membayar
retribusi pada waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanksi admnistrasi berupa biaya
schesar 2 % (dua persen) dari biaya administrasi dan retribusi terhutang vang tidak atau Kurang
dibayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Dacrakh.

BAB XIX
KETENTUAN I'[DANA
Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan dacrah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hulan atau denda paling banyak 4 {empai,] kali
jumlah retribusi terbutang,

(2} Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal int adalah’ pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawa Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus sebagal penvidik  untuk melakukan penyidikan undak pidana dibidang
Retribusi Daerah sebapaimana dimaksud dalam Undang-undang omar 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acarn Pidana;

(2) Wewenang penyidikan scbagaimana pada avat (1) pasal ini adalah :

4 Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak picluna dibidang Rc‘u"'."bw Dagrah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencarn dan mcngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakuken sehubungan  dengan undak pidana
Retribusi Daerah;

¢. Merminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau hadan sn,hubunga.n dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

d Memeriksa huku-huku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain hcrkcnaa:n dengnn
tindnk pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan pengeeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dekumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f Dalam keadaan periu dan sangat mendesak penvidik dapat melakukan penyitaan tanpa
surat izin tarlebin dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri setempat;

g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaln.sunhan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Dacrah,

k. Menyurih barhenti dan atau melarang seseorang mcmnggﬂlkﬂn ruangan atau tempat !
paca saal pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa sehagaimana dimaksud huruf (e). /‘/

i, Memotret seseorang yang herkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;




Memanggil orang untuk didenear keterangannyd dan diperiksa sebagal tersangka atau

sakst,

k. Menghentikan penyidikang
| Melakukan undakan lain vang perlu untuk Lelapcaran penyidikan tindak pidana di

hidang Retribus) Paeral menurut hukum yang dapat dipcrtang;;ungjawahk an;

m. PPNS dapat meminta Bantuan eknis penyidikan dari penyidik POLRL

(3) Penyidik sebagaimans dimaksud pada @ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BEAB XXI1
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannys akan

Hal-hal vang belum diatur dalam
can Walikota Kupang,

diatur lebih lanjut dengan Keputu

Pasal 3!

D

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tangeal diundanghkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

denpan penempalannya dalam | embaran Daerah Kata Kupang.

Ditetapkan di kupang i
tanggal 3 Nopember 2003 P
' &QK %

= T

Diundangkan di /RURang
ther 2003

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 17
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAII KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN USAHA PEMELIHARAAN TERNAK

UMUM

Scbagaimana diketahui dalam usaha peternakan selain memiliki dampak positif yaﬁg kita
hasilkan yaitu berupn produk hesil ternak, jugs usaha petsrnakan memiliki dampak negatil
yaitu berupa polusi dan pencemaran udara dari limbah huangan ternak akibat penanganan
hmbah yang kurang baik. Olch karcna itu dalam rangka melindung kepentingan dan
keteriban masyarakat terhadap dampak negatif dari usaha peternakan, maka perlu diatur tata
cara perneliharaan yang baik sehingga dapat inengurangi polusi dengan tetap mempertahankan
hasil termak yang optimal bagi kebutuhan masyvarnkat dan peningkatan pendapatan usaha
peternak,

Sehubungan denpan pertimbangan tersebut ci atas maka dulam Peratucan Dacrah ind
berusnha menagatur mengenal pengawasan, pembinsan dan perizinan usaha pemeliharaan
iernak di Kota Kupang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :  cukup jelas -

Pasal 2: ayat 1 ijin pemeliharaan ternak diwajibkan bagi pemeliharaan ternak dengan
tujuan komersil, perdagangan dan penclitian sedangkan pemciiharaan untuk tujuan
ulau kegemaran tidak memerlukan ijin.

Pemeliharaan ternak untuk tujuan komersil ditetapkan dengan jumlah untuk sstiap
jenis ternak adalah schagar berikut.

Ternak besar : 6 ekor

Ternuk keesl : Gekor

Ternak unggas | 201 ekor

Anckalernak : 26 ckor

Pasal 3 s/d pasal 31 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 153
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